SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
N
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NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PEMERINTAH
DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (1)
huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncte Pasal 70

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi
Bengkulu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Bengkulu tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Antara Pemerintah
“ 4 ..

[

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Mengingat

N

ndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);
U

w

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Neomor 15 Tahun 2019
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tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

s Ta s

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
({ ocmharan Neagavra Ds Ml'\“‘iz
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
T rrntiorns Nagara Danmtthlil Trndanmacio Namae S5EQ7)
A/ liliyalall l“.sﬂia l\CiJuUllI\ 111U I0 OSia INULLIvL OJu0o 7 },
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Negara Republik Indonesm Nomor 5679)

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968
tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9

m™alh 1 + + Pelal De ntahn Ai
Fahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di

Provinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahiirn INTN NAarmar 110 Taoamhaohaoan T amhaoaran
Ltariuii Zvuiv ivOINoOx 11z ramoanan Lmoaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

N - Daomr1h1:1- P o g N 2N 1 N~ A
négara ~nepuoiik Indonesia Tahun 2019 Nomor T,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam NPO‘PT‘l Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara  Republik

AT i t‘!

_ - + MY
mor 310J;

Indonesia Tahun 20111

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
TO1 = faﬂfr)ﬂoc Damhentiilzan D‘l"(\(‘l\ll{ Hiilmvrienm Doorq

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036)sebagaiman telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Peruibahan Atas Peraturan Menteri

PAVELS, tLiillilis Lialuaigalil VAU

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
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Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);
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Peraturan Daer rovinsi Bengkulu Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi
Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor

6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu(Lembaran
Daerah Provinsi Bengkiihi Tahun 2014 Nomor Fﬂ
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN
PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA

BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ANTARA
PEMERINTAH DAERAH DALAM PRQVINSI BRENGKULU

TAHUN 2020
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Da }cuu Peraturan ini }'&ﬂs ulmakSUd dengan .
1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah

Provinsi Bengkulu.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah
Kabupaten/Kota dalam Lingkup Provinsi Bengkulu.

4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Pravinei Rppokulﬂ

6. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah Provinsi Bengkulu.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang
selanjutnya disebut BBNKB adalah pajak atas
kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan

~

Bermotor.
8. Penerimaan Bersih adalah jumlah keseluruhan
Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

setelah dikurangi Insentif Pemungutan.
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http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB 11
Persentase Bagi Hasil

Pasal 2

Persentase Bagi Hasil BBNKB antara Pemerintah
Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
ditetapkan sebagai berikut:

a. 70 % (Tuiuh puluh persen! untu

Daerah Prov1n81, dan
b. 30 % (Tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah

T7~ L . e A TT b
Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Persentase Bagi Hasil BBNKB sebanyak 30 % (tiga
puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b dibagi antara Pemerintah Kabupaten/Kota

denoan ketentuian sehagai herikut

a. 30 % (tiga puluh persen) dibagi rata per
Kabupaten/Kota;dan

1. o ae— 5. Wp— .

b.70 % (tujuh puluh persenj dibagi berdasarkan
potensi jumlah Kendaraan Bermotor
Kabupaten /Kota.

Pasal 4

Perhitungan penerimaan bagi hasil BBNKB sebagaimana
dimaksud Pasal 3, tercantum dalam Lampiran
Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak

ternicsahkan dari Peratuiran Gubernur in1,

Lpisalinall Ciatialiall AT iial

(1) Bagi Hasil Pajak untuk Pemerintah Kabupaten/ Kota
bCUdgleldIld UlIIIdKSUO Udldﬂl i‘dbdl ‘f (lIL)dch. bcuap
3 (tiga) bulan sesuai dengan realisasi penerimaan
yang disetorkan dan/atau masuk ke Kas Pemerintah
Daerah Provinsi Bengkulu setelah dikurangi insentif

nNaMmiITrn o 1+ﬁﬂ nainl-
P\/lll uiis\_’l LCli l.)aJ CAIS.

(2) Apabila hasil penerimaan BBNKB pada Tahun
Anggaran berjalan melampaui target yang ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran vang hersanglkutan, maka bagian

1L} I8y an SCITSAIIEX ALY, X2 12
oo J o o

Kabupaten/Kota akan dlperhltungkan pada Tahun
Anggaran berikutnya.

Pembayaran Dana Bagi Hasil BBNK untuk
Kabupaten /Kota dila n

&
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini apabila
terjadi selisih atas perhitungan bagi hasil penerimaan
BBNKB yang telah diperhitungkan pada triwulan
QPhPh]mT‘lVQ maka dinerhi ﬁ‘lnﬂkﬂh pad_a trivnilan

berlkutnya.

DAl 77
rasdai

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

Arindonoclran
L O A s S e ]

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 23 April 2020

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu

1 22 Aﬂ-m'l 2000
I 20 NPpru Lvuay

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

++A
Livi.

HAMEKA SABRI,
BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
VE"DAT A RIRO H1 TE('T ™

LA VL

S DANHAK ASASI MANUSIA,
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Lampiran Peraturan Gubernur Bengkulu
Nomor : 8 Tahun 2020

Tanggal : 23 April 2020

PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB)
ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2020

KABUPATEN/KOTA Sebesar 30% dibagi Sebesar 70% dibagi berdasarkan Potensi Jumlah Bea Jul:;xla"h Pf:mbgg1an ‘
‘ it Balik Nama Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota SEIEIRRREIE
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota |
2 3 4 5 6 7=4+6 ‘
1 |KOTA BENGKULU 30% : 10| 3%} 22.102 Unit 55.237 Unit X 70% =|28,01% 31,01%
2 |BENGKULU UTARA 30% : 10 3% 7.414 Unit 55.237 Unit X 70% =| 9,40% 12,40%
3 |BENGKULU SELATAN 30% : 10 3% 3.284 Unit 55,237 Unit X 70% =| 4,16% 7,16%
4 |BENGKULU TENGAH 30% : 10 3% 3.129 Unit 55.237 Unit X 70% =| 3,96% 6,96%
5 |REJANG LEBONG 30% : 10 3% 4.338 Unit 55.237 Unit X 70% =| 5,50% 8,50%
6 |LEBONG 30% : 101 3% 1.582 Unit 55.237 Unit X 70% =| 2,00% 5,00%
7 |KEPAHIANG 30% : 10 3% 2.650 Unit 55.237 Unit X 70% ={ 3,36% 6,36%
8 [SELUMA 30% : 101 3% 4.333 Unit 55.237 Unit X 70% =| 5,49% 8,49%
9 30% : 10 3% 1.855 Unit 55.237 Unit X 70% =| 2,35% 5,35%
10 |MUKO-MUKO 30% : 10 3% 4,550 Unit 55.237 Unit X 70% =1 577% 8,77%
JUMLAH 30%} 55.237 Unit 70,00% 100,00%
GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
. HKEPALA BIRO HUKUM
DAN HA&)’,‘)@SASI MANUSIA,

SUPRAN//S H.,M.H.
PembinafJtama Muda
NIP. 19681421 199303 1 002

H. ROHIDIN MERSYAH
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